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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang aspek hukum 

perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di 

Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aspek hukum mengenai peraturan pemerintah baik dari tingkat pusat 

sampai dengan daerah terkait dengan perlindungan hutan dan masyarakat 

adat sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya saja dalam 

praktek dan pelaksanaannya masih kurang maksimal dan tidak konsisten. 

Hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih  antar peraturan-

peraturan pemerintah yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah mengenai kawasan hutan dan hak ulayat masyarakat 

adat. 

2. Pelaksanaan perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap 

pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat mengalami beberapa 

kendala, yaitu kurangnya komitmen pemerintah daerah pada umumnya 

dan instansi-instansi yang terkait pada khususnya, mengenai tanggung 

jawab terhadap tugas dan kewjibannya sebagai pelaksana tugas Negara, 

dalam hal perlindungan dan pelayan masyarakat, serta kurangnya 
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kearifan lokal dan peran serta masyarakat adat dalam melakukan 

perlindungan hutan. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menyampaikan 

beberapa saran: 

1. Perlu dilakukannya harmonisasi dalam berbagai peraturan perundang-

undangan dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, juga antara instansi atau lembaga-lembaga yang 

terkait dengan perlindungan hutan dan masyarakat adat di Kabupaten 

Kutai Barat. 

2. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati seharusnya memperhatikan 

terlebih dahulu aspek-aspek lingkungan dan memperhatikan status hutan 

yang akan digunakan untuk lahan pertambangan, guna melakukan 

pencegahan terhadap kerusakan kualitas hutan dan melindungi hak-hak 

masyarakat adat dan hutannya. 

3. Perlu adanya tindakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran, 

kearifan lokal, dan peran serta masyarakat adat akan pentingnya hutan 

bagi kehidupan manusia dan generasi mendatang, terhadap besarnya 

dampak negatif yang muncul akibat penambangan yang  dilakukan 

dengan tidak bertanggung jawab. 
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